ENCANA A
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan
Sejarah Kebangsaan

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
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Meningkatnya Pemenhan | Persentase Pemenuhan Dukungan | Program Penunjang Urusan
1 Manaiemen Perkantoran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kineria
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 9963900 Identifikasi Kebutuhan Akan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renja Murni dan
Daerah 263 Perencanaan Perangkat Dacra Perubahan Yang Disusun
' Koordinas! dan Penyusunan Laperan Capaian Kineria s et K;bumhag;\kan Kzom.na;w o B Aduml‘il:‘ :)oku:veT Laporn Cap‘all::I :)mer‘a
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 834 s poran Cop o2 dan lknts: sar Realisasi Kiners Yone
Realisasi Kineria SKPD disusun
2. Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
ntifikasi Kebutuhan Akan i Gaji dan iah 1 Gaji dan Tunjangan
o penyedioan Galidan Tunjangan ASN 1765,936070 Geniasi Kebutufan Alan Peryediaan Gl éa i 'Kfce-semaa Gaji dan Tunjangar
. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKhir 094,300 dentifkasi Kebutuhan Akan Koordinasi dan Jumiah Dokumen Laporan Keuangan AKhir
Tahun SKPD . Penvusnan Laporan Keu: Khir Tahun SKPD Tahun vane disusun
3. Administrasi Barang Millk Daerah Pada
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 6323400 Identifkasi Kebutuhan Akan Rekonsilasi dan Jumlah Dokumen Laporan Barang Millk
Daerah Pada SKPD 323 Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah Paa SKPD Dacrah yang disusun
4. Administrasi Kepegawalan Perangkat
Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 63,800,000 dentifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Pakaian Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
8001 Dinas Beserta Atrbut Kelengkapan
b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi 529,300 Identifikasi Kebutuhan Akan Pendataan dan Jumiah Dokumen Pendataan dan
Kepegawaian 219: Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumiah Pegawal Berdasarkan Tugas dan
 pendidtanton rlttan regowat st oo | eniiosKeuunon A pendtn g Pl Bl Pl Berisaron s
Tugas dan Fungsi 3554 Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi o Yane Mene
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tersedianya Paket Komponen Instala
a. Penyediaan Komponen Instalasi Uitrik/Penerangan 16,455,000 Identifkasi Kebutuhan Akan Penyediaan Komponen Leripenerangan Sanpunan o
Bangunan Kantor 498 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor o enerangan Bangunan antoryang
o Penyeciaan Peralatan dan Perengiaran Kantor 29998500 dentifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Peralatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor Perlenzkapan Kantor vang dibutufkan
« penyediaan sahan Logstk Kantor 155013897 Identifkasi Kebutuhan Akan Penyediaan Bahan Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor
Logistik K: /ang dibutuhkan
Identifkasi Kebutuhan Akan Penyediaan Bahan Tersedianya Paket Barang Cetakan dan
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100,000,000 i, e ey o
T — wasooguo | enes Keban anesisKrran [P —
. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 119,885,000 Identifikasi Kebutuhan Akan Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat
SKPD g Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 000,000 Identifkasi Kebutuhan Akan Dukungan Pelaksanaan e g Fearaan
Berbasis Elektronik Pada SKPD 000/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milk Dacrah
Penuniang Urusan Pemerintah Daerah
-+ engadann Peralatandan s Lannya P dentifikasi Kebutuhan Akan Pengadaan Peralatan Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
dan Mesin Lainnva vang Disediakan
7. penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Identifkasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,000,000
# Penvediaan Jasa Surat Menyura Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Menyurat yang disediakan
lah
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Identifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa umiah Laporan Penyediaanlase
64,519,100 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Uistrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang disediakan
Identifikasi Kebutuhan Akan Penyedizan miah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 642,698,664 entifikasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyedizan Jasa Pelayana
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan
5. Pemelinaraan Barang Milik Daerah
Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah
. penyedinan jasa Pemelibaraan, Biaya Pemelibaroan, Identifkasi Kebutuhan Akan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
By " 26,900,000 Pemeliharaan, Biaya Pemelinaraan, Pajak, dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Perizinan Dinas Operasional Pajak dan Perizinannya
dentifiasi Kebutuahan Akan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
49,966,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya o v Lainnya yang DipeliharaDirehabilitasi
Identifkasi Kebutuhan Akan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
G P:"‘:”"’:ﬂ:/ "‘:a"""]"ﬂ?ﬂ:”ﬂ dan Prasarana 30,040,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
endukung Gedung 2tau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Program Penguatan Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan
1. Perumusan Kebijakan Tekais dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Jumiah O Mengikut Pelaks
a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Kebijakan imiah Orang yang Mengikuti Pelalsanaan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kebijakan di Bidang ldeclogi Wawasan
saan, o, e 762,038,700 & ldeolo eoan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai
Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik.

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politk, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fa
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan,
dan Partai Politi, Pemilihan U

pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
12 it

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politk,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Penwakilan dan Partai
Politik, Pemilinan Umum/Pemilinan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantavan Situasi Politik di Daerah

25,602,176,600

Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Kebijakan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politk,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politk,
Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan
sasi Politk dl Daerah

Jumiah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasiltasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politi, Pemilihan Umumy/Pemilinan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
bidang Pendidikan Politi, Etika Budaya Politk,
Peningkatan Demokasi, Fasilitasi Kelembagaan

Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Poli
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Failtasi

Jumiah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
an Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

v
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politk, Pemilihan 99,999,700 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Pemerintaan, Perwakilan dan Partai
Umum/Pemiliban Umum Kepala Daerah, serta Politk, Pernilihan Umur/Perilihan Umum Kepala Politk, Pernilihan Umurn/Perilihan Umum
Pemantauan Situasi Politk di daerah Dacrah, Serta Pemantauan Situasi Politk di Daerah Kepala Dacrah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Dacrah
Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial. dan Budava
1. Perumusan Kebijakan Tekais dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budava
Jumiah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan lf*":"k‘“; Kf:“'“a”‘z: Aan Felsksanaan Keblken Kebijakan i Bidang Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasiltasi Pencegahan H  Sostal, Budava, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
i 95,289,900 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, ¢
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat o K e o Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ® Bhay Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah
Identifkasi Kebutuhan Akan Pelaksaaan Koordinasi di Jumiah Orang vang Mengikut Koordinasi di
b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya
e o Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan B
y Sostal, Budsve, ® 22,302,400 Failitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, ® Ve
Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
. plertiesonind e Fasilitsi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat . B .
® Ehayat Kepercay: Kepercayaan di Daerah & nenayatepereay
Dacrah
Jumiah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Identifkasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring, o elapormm sl g Ketatean
bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan oo oo i o positsi
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 276,998,400 Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan | V. . Sosal, Buday:

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat|

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan

Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial




1. Rumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

99,511,000

Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Koordinasi
i Bidang Kewaspadaan Din. Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumiah Orang yang Mengikuti Koordinasi i
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang,
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

761,747,200

Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumiah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

564,789,500

Identifikasi Kebutuhan Akan Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota




